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Banyaknya penyalahguna narkotika yang ditempatkan di Lapas menjadi tantangan sendiri bagi Badan
Narkotika Nasional (BNN) dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memenuhi
kebutuhan rehabilitasi bagi mereka. BNN sebagai leading sektor pelaksanaan PAGN dan Kemenkumham
sebagai instansi pelaksana perlu bersinergi dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan (L apas) agar dapat menekan laju prevalensi penyalahgunaan narkotika nasional. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sinergi yang terjalin antara BNN dan Kemenkumham
dalam upaya rehabilitasi narapidana narkotika di Lapas, dan bagaimana kendala sinergi dan
penyelenggaraan layanan rehabilitasi di Lapas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik
pengambilan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan sejumlah teori
dan konsep dalam penelitian ini, yaitu teori sinergi, konsep pemasyarakatan, dan rehabilitasi.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa sinergi antara BNN dengan Kemenkumham dalam upaya
rehabilitasi narkotika di Lapas sudah terjalin sgjak lama, namun bersifat dinamis. Adapun faktor yang
mempengaruhi sinergi tersebut adalah anggaran, kebijakan pimpinan, dan kebijakan pemerintah. Pada
awalnya BNN dan Kemenkumham bekerja sama menginisiasi program rehabilitasi di Lapas namun sgjak
BNN menghentikan dukungan anggaran ke L apas, Kemenkumham berinisiatif melanjutkan program
tersebut dengan menggunakan anggaran sendiri. Sinergi masih banyak bersifat prosedural dan administratif
namun terbatas dalam hal implementasinya sehingga dibutuhkan kebijakan yang mengakomodasi sinergi
tersebut, dukungan anggaran, sarana prasarana, peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi, supervisi,
monitor dan evaluasi yang dapat mengoptimalkan penyelenggaraan rehabilitasi narkotika di Lapas.

...... The large number of narcotics abusers placed in prisonsis a challenge for the National Narcotics Agency
(BNN) and the Ministry of Law and Human Rights (Kemenkumham) in meeting their rehabilitation needs.
BNN as the leading sector in the implementation of PAGN and the Ministry of Law and Human Rights as
the implementing agency need to synergize in efforts to rehabilitate narcotics abusers in prisons to reduce
the prevalence of narcotics abuse nationwide. The purpose of this study was to find out the synergy that
exists between BNN and the Ministry of Law and Human Rights in the rehabilitation of narcotics prisoners
in prisons, the obstacles to synergy and the implementation of rehabilitation servicesin prisons. This study
uses qualitative methods, data collection techniques through interviews, observation, and documentation.
Researchers used several theories and concepts in this study, namely the theory of synergy, the concept of
correctional, and rehabilitation.

The results of this study found that the synergy between BNN and the Ministry of Law and Human Rightsin
narcotics rehabilitation efforts in prisons has existed for along time, but the policies are dynamic. The
factors that influence the synergy are the budget, leadership policies, and government policies. At first BNN
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and Kemenkumham worked together to initiate rehabilitation in prisons, but since BNN stopped budget
support to prisons, Kemenkumham has taken the initiative to continue the program with its own budget.
Synergies are still mostly procedural and administrative in nature but limited in terms of implementation.
Policies needed to accommodate these synergies are budget support, infrastructure, capacity building for
rehabilitation officers, supervision, monitoring and evaluation that can optimize the implementation of
rehabilitation in prisons.



